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ABSTRACT 

 

Yehezkiel Reybaldo Warbung, 2021. VIOLATIONS OF SOVEREIGN RIGHTS 

RELATED TO ESPIONAGE AND DOCUMENT CONFISCATION BY 

AUSTRALIA AGAINST TIMOR LESTE. Supervised by Ricky Th. 

Waworga S.H., M.H., and Steven Y. Pailah, S.H., M.Si. 

The right to sovereignty is the highest power that a state government has over its 

territory. In exercising its sovereign rights, a country has the right and has 

complete jurisdiction over what happens within its territory. In international 

relations that cross national borders, especially for diplomatic relations involving 

two countries, it is a legal activity and is legally recognized in international law. 

In this diplomatic relations activity, each representative of the sending country is 

given privileges within the sovereign territory of the receiving country. The 

privilege given to the sending country does not mean that the sending country can 

do things freely and absolutely within the sovereign territory of the receiving 

country. The sending country must also consider the good faith and legal rules of 

the receiving country. In diplomatic relations, the mechanism for seeking or 

collecting information from the sending country to the receiving country can be 

carried out, and of course, it must be carried out legally and legally through 

existing diplomatic channels. In cross-border relations such as diplomatic 

relations, violations can occur, especially the violation of the sovereign rights of 

the sending country against the receiving country and vice versa. One of the 

violations referred to is the act of espionage, where in this action, there is a 

private collection of information carried out by one country against another 

country. Of course, in international law, this kind of action is not justified because 

it is illegal to gather information against a country. Every country has the right to 

protect domestic information or data from outside intervention. This is, of course, 

contrary to the principle of good faith and several rules of international law, such 

as the 1961 Vienna Convention or the UN General Assembly Resolution.  
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ABSTRAK 

Yehezkiel Reynaldo Warbung, 2021. PELANGGARAN HAK KEDAULATAN 

TERKAIT SPIONASE DAN PENYITAAN DOKUMEN YANG 

DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE. 

Dibimbing oleh Ricky Th. Waworga S.H., M.H., dan Steven Y. Pailah, 

S.H., M.Si. 

 Hak kedaulatan merupakan suatu hak atas kekuasaan tertinggi yang 

dimiliki suatu pemerintah Negara atas wilayahnya. Dalam melaksanakan hak 

kedaulatannya, suatu Negara berhak dan memiliki yurisdiksi penuh mengenai 

apa saja yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Dalam hubungan 

internasional yang melewati lintas batas Negara, terlebih khusus untuk hubungan 

diplomatik dengan melibatkan dua Negara merupakan sebuah kegiatan yang 

legal dan secara sah diakui dalam hukum internasional. Dalam kegiatan 

hubungan diplomatik ini setiap perwakilan Negara pengirim diberikan 

keistimewaan, di dalam wilayah kedaulatan dari Negara penerima. 

Keistimewaan yang diberikan kepada Negara pengirim, bukan berarti Negara 

pengirim dapat melakukan hal-hal yang secara bebas dan absolut dalam wilayah 

kedaulatan Negara penerima. Itikad baik dan aturan-aturan hukum Negara 

penerima juga harus diperhatikan oleh Negara pengirim. Dalam hubungan 

diplomatik, mekanisme pencarian atau pengumpulan informasi Negara pengirim 

terhadap Negara penerima dapat dilakukan dan tentunya harus dilakukan secara 

sah dan legal melalui saluran diplomatik yang ada. Dalam hubungan melewati 

lintas batas Negara seperti hubungan diplomatik ini, bisa terjadi suatu 

pelanggaran-pelanggaran terlebih khusus pelanggaran hak kedaulatan Negara 

pengirim terhadap Negara penerima begitupun juga sebaliknya. Salah satu 

pelanggaran yang dimaksud yaitu tindakan spionase yang dimana dalam 

tindakan ini terjadi pengumpulan informasi secara rahasia yang dilakukan suatu 

Negara terhadap Negara lainnya. Tentunya dalam hukum internasional tindakan 

seperti ini tidak dibearkan karena tindakan pengumpulan informasi terhadap 

suatu Negara yang tidak sah. Setiap Negara mempunyai hak untuk menjaga 

informasi atau data-data dalam Negeri dari intervensi pihak luar. Hal ini 

tentunya bertentangan dengan prinsip itikad baik dan juga beberapa aturan 

Hukum Internasional seperti Konvensi Wina 1961 atau juga Resolusi majelis 

umum PBB. 

 

Kata Kunci: Kedaulatan, Negara, Diplomatik, Spionase. 
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